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Abstrak  

Industri manufaktur erat kaitannya dengan aspek hukum perdata, khususnya dalam kontrak bisnis, perjanjian kerja, dan 

distribusi produk. Supervisor dan manajer non-hukum memiliki posisi strategis karena sering menjadi pihak yang pertama 

kali berhubungan dengan pemasok maupun pekerja. Kurangnya pemahaman terhadap klausula kontrak dapat menimbulkan 

kerugian finansial, melemahkan posisi tawar perusahaan, bahkan memicu perselisihan hubungan industrial. Artikel ini 

bertujuan menelaah urgensi literasi hukum perdata bagi supervisor dan manajer non-hukum dalam menjaga keberlanjutan 

operasional industri manufaktur. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan analisis deskriptif-

analitis yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi hukum 

perdata memberikan pengaruh signifikan terhadap keabsahan kontrak bisnis, kejelasan perjanjian kerja, serta tanggung 

jawab dalam proses pengadaan dan distribusi. Kesalahan dalam penyusunan kontrak terbukti dapat berujung pada 

wanprestasi, gugatan hukum, maupun kerugian reputasi. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, strategi mitigasi yang efektif 

meliputi pembacaan kontrak secara cermat, konsultasi dengan bagian legal, dokumentasi tertulis terhadap penyimpangan, 

serta pembentukan budaya sadar hukum di lingkungan kerja. Simpulan dari kajian ini menegaskan bahwa literasi hukum 

perdata merupakan modal strategis yang tidak hanya mencegah sengketa, tetapi juga memperkuat daya saing dan menjamin 

keberlanjutan industri manufaktur. 

Kata kunci: Hukum Perdata, Supervisor/Manajer Non-Hukum, Kontrak Bisnis, Perjanjian Kerja, Industri Manufaktur 

1. Latar Belakang 

Perkembangan industri manufaktur, khususnya pada sektor peleburan baja, tidak hanya menuntut efisiensi 

produksi, tetapi juga kepatuhan hukum dalam setiap proses bisnis. Hubungan hukum hadir sejak tahap awal 

pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir ke konsumen. Di banyak perusahaan, supervisor dan 

manajer non-hukum kerap berada di garis depan interaksi dengan pemasok, distributor, maupun karyawan. 

Sayangnya, minimnya pemahaman hukum perdata pada level ini sering menimbulkan risiko, mulai dari salah 

memahami klausula kontrak hingga berujung sengketa yang merugikan perusahaan. Situasi ini menunjukkan 

bahwa literasi hukum bukan hanya urusan divisi legal, melainkan keterampilan manajerial yang semakin 

dibutuhkan. 

Beberapa penelitian telah menyoroti pentingnya pemahaman hukum perdata dalam konteks bisnis. Hartkamp et 

al. (2011) menegaskan bahwa kontrak menjadi instrumen utama untuk mengatur hak dan kewajiban antar pihak 

dalam transaksi modern. Beatson et al. (2010) menambahkan bahwa tanggung jawab perdata memiliki 

konsekuensi besar terhadap keberlanjutan hubungan bisnis ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban. 

Lebih mutakhir, Rahmadita dan Cahyono (2023) mengungkapkan bahwa pengabaian klausula hukum dalam 

kontrak dapat menimbulkan konflik serius yang berujung pada proses pengadilan. Temuan tersebut 

memperlihatkan bahwa aspek hukum tidak lagi bisa ditempatkan sebagai hal teknis belaka, melainkan fondasi 

strategis dalam menjaga stabilitas usaha. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam KUHPerdata yang menyatakan 

bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang 

membuatnya (Republik Indonesia, 1847). 

Namun, mayoritas penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek teori hukum perdata dan penyelesaian 

sengketa di tingkat yuridis, sementara keterlibatan supervisor dan manajer non-hukum justru masih jarang dikaji. 

Padahal, posisi mereka sangat strategis karena seringkali menjadi pihak yang lebih dulu mengambil keputusan 

kontraktual sebelum melibatkan divisi legal. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan penelitian, sebab 
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pemahaman hukum perdata di level manajerial justru memiliki peran penting dalam pencegahan sengketa sejak 

tahap awal. Ketiadaan kajian yang fokus pada perspektif ini membuka ruang bagi penelitian yang 

menghubungkan teori hukum perdata dengan praktik pengelolaan industri manufaktur. 

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menekankan bahwa supervisor dan manajer non-hukum 

tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab memahami dasar hukum perdata. Dengan menganalisis peran mereka 

dalam kontrak bisnis, perjanjian kerja, hingga tanggung jawab distribusi produk, penelitian ini memberikan 

sudut pandang baru mengenai bagaimana literasi hukum dapat menjadi modal strategis perusahaan. Aspek 

kebaruan terletak pada upaya memperlihatkan hubungan langsung antara pemahaman hukum perdata dengan 

peningkatan daya saing industri manufaktur. Dengan demikian, kajian ini bukan hanya memperkaya teori, tetapi 

juga menawarkan implikasi praktis yang relevan dengan dinamika industri modern. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci: mengapa 

supervisor dan manajer non-hukum perlu memahami hukum perdata; bagaimana implikasi praktis pemahaman 

tersebut dalam industri manufaktur, khususnya terkait kontrak bisnis dan hubungan kerja; serta strategi apa yang 

dapat diterapkan untuk meminimalisir risiko hukum. Jawaban atas pertanyaan ini diharapkan tidak hanya 

memperluas wawasan akademik mengenai integrasi hukum dalam manajemen industri, tetapi juga menjadi 

rujukan praktis bagi pelaku industri dalam membangun tata kelola bisnis yang lebih berkelanjutan.. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan fokus pada analisis hukum perdata yang relevan 

dengan praktik industri manufaktur. Data utama bersumber dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), peraturan terkait ketenagakerjaan, serta putusan pengadilan yang 

membahas sengketa kontrak dalam industri manufaktur. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa buku hukum, 

artikel jurnal ilmiah, dan literatur terbaru digunakan untuk memperkuat argumentasi. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis terhadap doktrin hukum dan putusan yang 

relevan. Untuk menjaga replikasi penelitian, setiap literatur dicatat berdasarkan tahun terbit, fokus pembahasan, 

serta konteks aplikasinya pada kasus industri. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu 

menguraikan norma hukum, mengaitkannya dengan praktik di lapangan, lalu menilai relevansinya terhadap 

peran supervisor/manajer non-hukum. 

Sebagai upaya validasi, penelitian ini menerapkan triangulasi literatur, yakni membandingkan interpretasi 

beberapa pakar hukum mengenai kontrak, wanprestasi, dan tanggung jawab perdata (Beatson et al., 2010; 

Hartkamp et al., 2011; Rahmadita & Cahyono, 2023). Prosedur ini memungkinkan hasil penelitian dapat 

direproduksi oleh peneliti lain dengan mengakses sumber hukum dan literatur yang sama, serta mengikuti 

tahapan analisis deskriptif yang telah dijelaskan. 

3. Hasil dan Diskusi 

3.1 Pentingnya Pemahaman Hukum Perdata bagi Supervisor/Manajer 

Pemahaman hukum perdata bagi supervisor dan manajer non-hukum merupakan fondasi penting dalam menjaga 

stabilitas operasional industri manufaktur. Dalam praktik bisnis modern, kontrak tidak lagi dipandang sebagai 

dokumen administratif semata, melainkan sebagai instrumen hukum yang mengikat para pihak dengan kekuatan 

yang sama seperti undang-undang. Beatson et al. (2010) menegaskan bahwa kontrak berfungsi sebagai kerangka 

pengikat yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hartkamp et al. (2011) menambahkan 

bahwa kekuatan kontrak lahir dari asas kebebasan berkontrak yang diakui dalam sistem hukum perdata. Hal ini 

selaras dengan ketentuan KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi para pihak, asalkan memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, 

kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal (Republik Indonesia, 1847). 

Dalam konteks industri manufaktur, posisi supervisor dan manajer non-hukum sangat strategis karena mereka 

berada di garis depan dalam berinteraksi dengan pemasok, distributor, maupun pekerja. Minimnya pemahaman 

terhadap klausula hukum dalam kontrak dapat membuat perusahaan terjebak dalam syarat-syarat yang 

merugikan. Situasi ini menunjukkan bahwa literasi hukum bukan hanya kebutuhan tambahan, melainkan 

keterampilan manajerial yang harus dimiliki untuk menjaga keberlangsungan bisnis. 

Kesadaran hukum juga menjadi kunci dalam menjaga hubungan industrial yang sehat. Christine Octavia dan Lie 

(2024) menegaskan bahwa perjanjian hubungan industrial memiliki kedudukan yang signifikan dalam praktik 

ketenagakerjaan, misalnya dalam pelaksanaan mutasi. Tanpa dasar hukum yang jelas, kebijakan mutasi berisiko 
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dianggap cacat hukum dan menimbulkan gugatan dari pekerja. Harinie et al. (2024) memperkuat pandangan ini 

dengan menekankan bahwa hubungan industrial yang harmonis hanya dapat dibangun melalui perjanjian yang 

adil serta sesuai dengan regulasi. Oleh karena itu, supervisor dan manajer non-hukum tidak cukup hanya 

menguasai aspek teknis produksi, tetapi juga harus memahami aspek hukum yang melingkupi aktivitas mereka. 

Dengan demikian, pemahaman hukum perdata bagi supervisor dan manajer non-hukum berfungsi sebagai filter 

awal sebelum perusahaan terikat pada komitmen hukum. Kemampuan ini tidak hanya meningkatkan akurasi 

dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat legitimasi manajerial. Literasi hukum perdata harus 

dipandang sebagai kompetensi inti yang menempatkan supervisor dan manajer non-hukum bukan hanya sebagai 

pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penjaga kepatuhan hukum dalam rantai operasional industri manufaktur. 

3.2 Implikasi Praktis di Industri Manufaktur 

Dalam praktik industri, implikasi hukum perdata paling nyata terlihat pada pengelolaan kontrak bisnis. 

Supervisor/manajer harus memahami klausula-klausula kritis seperti mekanisme pembayaran, syarat pengiriman 

barang, ketentuan force majeure, hingga prosedur penyelesaian sengketa. Rahmadita dan Cahyono (2023) 

menegaskan bahwa pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum, 

karena tidak adanya prosedur jelas dalam hal pemutusan perjanjian akibat wanprestasi. Febrianto dan Cahyono 

(2023) menambahkan bahwa doktrin penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sering terjadi 

ketika salah satu pihak berada pada posisi lemah, sehingga tanpa literasi hukum, supervisor dapat saja 

menyetujui kontrak yang secara moral maupun hukum merugikan perusahaan. 

Implikasi kedua muncul dalam konteks perjanjian kerja. Maharani dan Suartini (2025) menemukan bahwa 

kesalahan dalam menyusun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bisa menimbulkan implikasi serius karena 

pekerja dapat secara otomatis beralih ke status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Konsekuensi 

ini bukan hanya menambah kewajiban finansial perusahaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa di 

Pengadilan Hubungan Industrial. Imani dan Agustina (2024) menguatkan bahwa setiap wanprestasi dalam 

perjanjian kerja atau kontrak konstruksi akan berdampak pada stabilitas bisnis, sehingga pencegahan lebih baik 

daripada menghabiskan waktu dan biaya di pengadilan. Apabila salah satu pihak lalai memenuhi kewajibannya, 

konsekuensinya dapat berupa wanprestasi sebagaimana diatur dalam KUHPerdata (Republik Indonesia, 1847). 

Fakta ini menegaskan pentingnya supervisor memiliki pemahaman hukum agar dapat mengidentifikasi risiko 

sejak dini. 

Selain itu, aspek distribusi produk juga tidak terlepas dari implikasi hukum perdata. Apabila produk manufaktur, 

misalnya baja, tidak sesuai standar yang dijanjikan, maka perusahaan berpotensi menghadapi tuntutan ganti rugi. 

Walujo dan Astutik (2024) menemukan bahwa sengketa bisnis manufaktur lebih efektif diselesaikan melalui 

mediasi, karena litigasi di pengadilan cenderung memakan waktu panjang. Namun, efektivitas mediasi sangat 

bergantung pada kelengkapan dokumen kontraktual yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, implikasi 

hukum perdata dalam industri manufaktur mencakup seluruh rantai bisnis, mulai dari kontrak dengan pemasok, 

perjanjian kerja dengan karyawan, hingga tanggung jawab produk kepada konsumen. 

3.3 Strategi Mitigasi Risiko bagi Supervisor/Manajer 

Membaca kontrak dengan cermat sebelum menyetujui merupakan langkah pertama yang wajib dilakukan oleh 

supervisor dan manajer non-hukum. Kontrak sering kali memuat klausula yang bersifat teknis maupun hukum, 

yang jika diabaikan dapat merugikan perusahaan. Beatson et al. (2010) menegaskan bahwa kontrak adalah 

dokumen yang mengikat para pihak, sehingga kesalahan dalam menafsirkan klausula tertentu bisa berakibat pada 

wanprestasi. Oleh karena itu, pembacaan yang seksama menjadi filter awal sebelum perusahaan berkomitmen 

terhadap suatu kewajiban. Dengan kebiasaan ini, supervisor mampu mencegah potensi sengketa sejak tahap 

paling awal. 

Tidak kalah penting adalah keberanian untuk berkonsultasi dengan bagian legal sebelum mengambil keputusan. 

Supervisor/manajer non-hukum kerap merasa cukup dengan pertimbangan teknis, padahal setiap keputusan 

bisnis memiliki dimensi hukum. Maharani dan Suartini (2025) menunjukkan bahwa bahkan direksi perusahaan 

dapat menghadapi masalah hukum bila salah menafsirkan kontrak kerja. Oleh karena itu, melibatkan bagian 

legal bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kehati-hatian yang strategis. Dengan konsultasi rutin, 

supervisor dapat memastikan semua langkah operasional memiliki legitimasi hukum yang kuat. 

Strategi lain yang harus diterapkan adalah membuat laporan tertulis setiap kali terjadi penyimpangan dari 

kontrak. Laporan ini berfungsi sebagai catatan internal sekaligus bukti sah bila kelak muncul sengketa hukum. 

Menurut Sugeng dan Fitria (2023), keberhasilan pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan kepastian hukum, 

yang salah satunya dijaga melalui dokumentasi. Dengan adanya laporan tertulis, perusahaan dapat menunjukkan 
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bahwa ia telah bertindak sesuai prosedur, sehingga posisi hukum menjadi lebih kokoh jika sengketa diproses di 

pengadilan atau mediasi. Dokumentasi ini juga bermanfaat untuk evaluasi internal dalam memperbaiki pola 

kerja. 

Selain itu, supervisor/manajer perlu menanamkan budaya legal awareness dalam tim kerja. Kesadaran hukum 

tidak hanya penting di level manajerial, tetapi juga harus dimiliki seluruh anggota organisasi. Harinie et al. 

(2024) menekankan bahwa hubungan industrial yang harmonis hanya mungkin tercapai bila semua pihak 

memahami hak dan kewajiban sesuai regulasi. Dengan menanamkan budaya sadar hukum, supervisor 

membentuk lingkungan kerja yang disiplin, transparan, dan tahan terhadap potensi konflik. Hal ini tidak hanya 

mengurangi risiko hukum, tetapi juga meningkatkan produktivitas tim. 

Terakhir, supervisor/manajer harus menjadikan strategi mitigasi hukum sebagai bagian dari tata kelola 

perusahaan secara berkelanjutan. Mehaga (2022) menegaskan bahwa pengakhiran kontrak sebelum wanprestasi 

dapat menjadi langkah sah untuk mencegah kerugian, selama dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum yang 

jelas. Dengan perspektif jangka panjang, strategi mitigasi bukan sekadar reaktif, melainkan proaktif dalam 

menghadapi dinamika industri manufaktur. Pendekatan ini memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mematuhi 

hukum, tetapi juga mampu bersaing secara sehat di tengah kompleksitas persaingan global. 

3.4 Literasi Hukum sebagai Modal Strategis 

Literasi hukum perdata tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegahan sengketa, tetapi juga modal strategis 

dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Imani dan Agustina (2024) menegaskan bahwa penyelesaian 

sengketa konstruksi akibat wanprestasi harus dilakukan dengan cara yang tidak memperburuk kondisi bisnis. Hal 

ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan manajer yang paham hukum lebih mampu menjaga stabilitas usaha. 

Subekti (1995) menambahkan bahwa setiap wanprestasi membawa konsekuensi ganti rugi, sehingga pencegahan 

melalui pemahaman kontrak yang benar jauh lebih menguntungkan. 

Sudikno Mertokusumo (2008) menegaskan bahwa proses perdata di pengadilan biasanya panjang dan mahal, 

sehingga mencegah sengketa adalah pilihan yang lebih efisien. Harinie et al. (2024) juga menekankan bahwa 

hubungan industrial yang harmonis akan meningkatkan produktivitas perusahaan, dan hal itu hanya mungkin 

bila supervisor/manajer memahami aspek hukum. Dengan demikian, literasi hukum perdata menjadi instrumen 

strategis bagi perusahaan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah kompetisi industri 

manufaktur yang semakin ketat. 

3.5 Kebaruan Penelitian 

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menyoroti supervisor dan manajer non-hukum sebagai garda 

depan pencegahan sengketa hukum dalam industri manufaktur. Selama ini, penelitian lebih banyak menekankan 

aspek teoretis hukum perdata dan mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan (Beatson et al., 2010; 

Hartkamp et al., 2011). Artikel ini berbeda karena memfokuskan pada literasi hukum praktis yang harus dimiliki 

pihak non-hukum. Christine Octavia dan Lie (2024) serta Maharani dan Suartini (2025) menekankan bahwa 

perjanjian kerja adalah elemen penting yang sering kali menimbulkan sengketa jika disalahpahami. 

Selain itu, Walujo dan Astutik (2024) menunjukkan bahwa mediasi bisa menjadi solusi yang efektif dalam 

sengketa bisnis manufaktur, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kesiapan dokumentasi kontrak sejak 

awal. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan bahwa literasi hukum di tingkat 

supervisor/manajer dapat menjadi instrumen preventif yang efektif, sekaligus panduan praktis bagi perusahaan 

untuk memperkuat tata kelola dan daya saing di tengah kompleksitas hukum bisnis modern. 

4. Kesimpulan 

Hasil kajian memperlihatkan bahwa pemahaman hukum perdata pada level supervisor dan manajer non-hukum 

memiliki arti penting dalam menjaga keberlangsungan industri manufaktur. Kemampuan membaca dan 

menafsirkan kontrak secara tepat, mengantisipasi potensi wanprestasi, serta mengelola perjanjian kerja dengan 

benar mampu mengurangi risiko sengketa dan kerugian perusahaan. Strategi preventif berupa konsultasi dengan 

pihak legal, dokumentasi penyimpangan, serta pembentukan budaya sadar hukum di lingkungan kerja terbukti 

menjadi fondasi yang memperkuat tata kelola perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa literasi hukum bukan 

hanya alat pencegahan, tetapi juga modal strategis yang dapat meningkatkan daya saing dan menjaga reputasi 

perusahaan di tengah kompetisi industri yang semakin kompleks. Aplikasi dari temuan ini dapat diterapkan 

melalui kebijakan internal yang menekankan pemeriksaan kontrak secara menyeluruh, peningkatan kapasitas 

manajerial dalam bidang hukum praktis, serta penguatan sistem dokumentasi dalam setiap aktivitas bisnis. 

Implikasi praktisnya adalah terciptanya hubungan industrial yang lebih harmonis, pengurangan biaya litigasi, 
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dan peningkatan efisiensi dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ke depan dapat diarahkan pada kajian literasi 

hukum di era kontrak digital serta integrasinya dengan prinsip tata kelola modern, sehingga hasilnya semakin 

relevan dengan dinamika industri 4.0. Dengan demikian, kesadaran hukum perdata di tingkat manajerial dapat 

menjadi kunci bagi keberlanjutan dan ketahanan perusahaan manufaktur. 
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